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Transportasi Online

15 Tahun Beroperasi

WAKIL Ketua Komisi V DPR
Syaiful Huda menilai Pemerintah
dan DPR sudah terlambat dalam
menyiapkan regulasi secara kom-
prehiensif untuk scktor transportast
online. Sejak lahirnya transportasi
online sepert Gojek dan Grab 15
tahun silam. bisnis transportasi
online hanya diatur lewat kepu-
tusan menteri (Kepmen). Padahal
dampaknya luar biasa bagi cko-
nomi dan sosial di masyarakat,
“Jadi perlu adanya undang-
undang khusus yang mengatur
transportasi online agar tereipta
keadilan bagi pengemudi. aplika-
tor. dan konsumen." ujar Huda
dalam diskusi Forum Legislask,
bertajuk "RUU Transportasi On-
line Masuk Prolegnas 2026:
Menata Mobilitas Digital. Mem-
bangun Arah Baru Transportast
Indonesia” di Gedung DPR. Ja-
karta, Selasa (11/11/2023),
Menurut Huda. keterlambatan
regulasi ini menyebabkan ketim-
pangan hubungan antara penge-
mudi dan aplikator. Para penge-
mudi berada pada posist lemah
karena belum ada payung hukum
yang jelas dan tegas terkait status
ketenagakerjaan dan pembagian
hasil. *Selama ini hubungan mere-
ka masth dianggap kemitraan, bu-
kan ketenagakerjaan,” kritiknya.
Selain itu, ia menyoroti tinggi-
nya biaya transportasi publik di
Indonesia. mencapai 34 persen
dart pengeluaran rumah tangga.
Pemerintah Pusat {Pempus) dan

Pemerintah Diacrah i Pemda harus
menckan angka tersebut hingga di
bawah |2 persen. Hal ini sesuai
dengan standar internasional.
“Bila biaya transportasi bisa dite-
kan, maka selisihnya bisa dipakai
muasyarakat untuk kebutuhan giz."
kata anggota Fraksi PKB mni.

Komisi V DPR saat ini sedang
menyiapkan rezulasi transisi se-
belum RUU Transportasi Online
dibahas secar menyeluruh. Re-
auilast ini diperfukan agar aspirasi
para pengenudi enline tentama
terkait pembagian hasil antary 10-
20 persen bisa dapat diskomodasi,

“Kalau menunggu undang-
undang. prosesnya akan pan
jang. Schingga kami sedang
bahas regulasi transist sehagai
langkah cepat agar ada keadilan
sementara,” kata dia.

Lebih lanjut, 12 menyeroti
pentingnya transparansi algo-
ritma yang digunakan aplikator
transportasi online. Soalnya
hingga kini, tidak ada keterbu-
kaan tentang cara kerja algorit-
ma yang menentukan pembagian
order bagi pengemudi.

Fakta di lapangan, ada driver
yang terus dapat order. semen-
tara yang lain menunggu berjam-
jam tanpa penumpang. "[ni harus
diatur dalam undang-undang,”
tegashya.

Anggota Komist V DPR Was-
tam menambahkan, RUU Trans-
portasi Online akan menyoroti
tiga persoalan utama. Yaitu.

Syaiful Huda

kepastian hukum, tanf yang adil,
dan perlindungari sosial bagi
pengemudi daring,

“Regulasi ini bukan untuk
membatasi inovasi digital, tapi
untuk memastikan teknologi
berpihak pada keadilan sosial."
ujar Wastam di Gedung DPR,
Jakarta, Selasa (11112023,

Wastam menyebut berbagai
regulasi vang akan diatur dalam
RUU Transportasi Online. An-
tara lain, aplikator sebagai pe-
nyelenggara sistem transportasi
digital nasional wajib tunduk
pada hukum Indenesia, potong-
an pendapatan pengemudi diba-
tasi maksimal 10 persen. Algo-
ritma tarif harus teansparan dan
semua pengemud wajib terdaf-
tar di B8 Ketenagakerjaan dan
Keschatan,

Selain itu. Lanjut dia. biaya tam-
bahan seperti biaya promosi dan

operasional dilarang, Negara ber-
wenang menetapkan tarif batas
bawah dan atas. data pengguna
dan pengemudi wajib disimpan di
server dalam negeri untuk menja-
rin keamsanan data pribadi. "Jadi
RUU ini akan menempatkan
teknologi sehagai alat kemajuan,
bukan alat ketimpangan,” tegas
anggota Fraksi Demokrat ini.
Wastam menegaskan, negara ha-
rus hadir uniuk menata ekosistem
transportast digital karena sclama
ini berjalan tanpa dasar hukum
kuat. "Hal ini bukan intervensi,
letapi peniegasan tanggung jawab
negara diruang digital. " tandasnya.
Sementara. Dircktur Eksckutif
Indonesia Political Review (IPR)
Twan Setiawan menifal, masukiya
RUU Transportasi Online ke
dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) merupakan langkah
maju. [ni menandai keseriusan
Pemerintah dan DPR dalam me-
respons aspirasi jutaan pengemudi
ojek online (ojel) di Indonesia,
Setelah lebih dar 3 tahun
tuntutan mercka soal kepastian
hukum dan keadilan diabaikan,
kini momentum terscbut akhimya
datang. "Apa yang dilakukan DPR
merupakan langkah politk yang
patut disvukuri. Sealnya, sejak
2010 para driver ojek online sudah
bersuara soal kepastian hukum
dan tarif yang adil." wjar bvan.
Menurut lwan, kebijakan
ini tidak bisa dilepaskan dari
arah politik Presiden Prabowa

Hanya Diatur Kepmen

Subianto yang sejak awal me-
negaskan keberpihakannya ke
pada rakyat kecil. Schingga.
kementerian terkait dan DPR
harus mampu menerjemahkan
visi presiden dengan sungguh-
sungguh ke dalam regulasi yang
melindungi para pengentud:.

Namun. dia memprediksi pem-
bahasan RUL ini tidak akan ber-
jalan mudah. Karena akan mun-
cul perdebatan tentang tarif. per-
lindungan hukum, dan hubungan
antara aplikator, pengemudi,
serta konswmen diprediksi akan
menjadi tantangin utama,

“Apakah akan ada solusi vang
brenar-benar bisa diterima semua
pihak? Karena selama ini. para
driver sudsh terlalu lama me-
nanggung ketidakpastian dan
ketidakadilan,” ungkap dia.

Untuk itu, lwan menekankan
RUL ini tidak boleh hanya me-
ngatur ojek online, tapi harus
mencakup aspek ckonomi yang
lebih luas. Utamanya terkait rat
dengan UMKM. jasa penganta.
ran, dan perputaran ckonomi di
bawah. “Jadi. pembahasannya
harus holistik.” tegasnya.

Sefain itu, 1a menekankan RUU
Transportasi Online nantinya akan
menjadi peta jalan menuju masa
depan mobilitas Indonesia yang
adil. aman, berdaulat sceara digi-
tal, dan berkelanjutan. “Ini bukan
sckadar produk hukum, tapi tong-
oak menuju keadilan mobilitas di
era digital.” pungkasnya. m e
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